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A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban dunia semakin hari berkembang menuju
modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap
sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan perkembangan itupula
bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan
bertransformasi  dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan
beranekaragam. Salah satu yang menjadi isu yang paling luas dan paling
hangat dibicarakan adalah mengenai Human Trafficking atau Perdagangan
Orang, dan yang lebih khusus lagi adalah Trafficking in Woman and Child
(Perdagangan Perempuan dan anak).

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia,
perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari
pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya perdagangan
orang diberbagai Negara, telah menjadi perhatian Negara Indonesia,
masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perdagangan orang yang korbannya perempuan dan anak-anak ini
menjadi salah satu kejahatan yang terorganisir (transnational organized
crime) yang melibatkan berbagai kalangan dan bangsa. Tidak heran sebagian
banyak orang menyebutnya sebagai perbudakan modern. Tindak pidana

perdagangan orang ini sebenarnya bukanlah masalah yang baru, namun



perdagangan orang ini merupakan masalah yang sudah sejak lama ada dan
belum ada titik penyelesaian yang dilakukan secara konkrit.

Perdagangan manusia (human trafficking) atau lebih dikenal dengan
perbudakan telah terjadi sejak zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Di
antara sebab-sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi
peperangan antara kabilah dan bangsa, di samping itu terdapat faktor lain
seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan
dalam membayar hutang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan
adanya pasar budak pada masa itu.

Kemudian Islam datang mengatur perbudakan ini walaupun tidak
mutlak melarangnya, namun hal itu dapat mengurangi sedikit permasalahan
perbudakan. Untuk itu Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak
yang beragama Islam. Bahkan salah satu bentuk pembayaran kafarah adalah
dengan membebaskan budak Muslim.

Secara lebih khusus di dalam al-Quran Q.S al-Nur 24:33 juga
menjelaskan tentang perdagangan perempuan:
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Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah
menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka
dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang
memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan



mereka', jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan
berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu?. dan janganlah kamu paksa budak-budak
wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri
mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan
duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka)
sesudah mereka dipaksa itu®

Dalam kaidah fikih disebutkan :
KW TP P e

Artinya : “Orang merdeka tidak berada di bawah kekuasaan siapapun”

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana
perdagangan orang diantaranya adalah kemiskinan, perempuan tidak dihargai
atau dianggap barang, anak dianggap budak, pendidikan dan keterampilan
rendah, perilaku konsumtif dan modis, keluarga yang tidak harmonis,
pernikahan dan perceraian usia dini, masyarakat yang tidak peduli dan
kurangnya informasi tentang perdagangan orang, norma-norma sosial yang
merugikan seperti lamaran pertama harus diterima, mental aparat yang
mendiamkan, dan masyarakat yang asertif (menerima sebagai hal yang

wajar).! Beberapa faktor penyebab di atas, faktor kemiskinan cenderung

'Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba
boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan
membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu
kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang
halal.

Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta
yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

3 Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran
oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

*Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Buku Pedoman Pemberantasan Perdagangan
Orang, (Jakarta:2008), hal. 21.



dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, dimana
korban diperjual belikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu
muslihat.’

Kandungan ayat diatas secara singkat dapat disimpulkan menjadi
beberapa poin. Pertama, kewajiban melindungi orang-orang yang lemah,
terutama atas kesucian tubuhnya. Kedua, kewajiban memberikan kebebasan
atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan.
Ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak otonomi mereka. Dan keempat,
haramnya mengeksploitasi manusia untuk mencari keuntungan ekonomi
dengan cara yang melanggar hukum. Ayat di atas secara tegas melarang
praktek-praktek perdagangan perempuan yang dilakukan masyarakat pada saat
itu.

Dalam sebuah Hadis Qudsi Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad
meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu disebutkan:®
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“Artinya: Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu’anhu, dari Nabi Muhammad
SAW bersabda: Allah SWT berfirman ada tiga orang yang kelak
menjadi musuhku di hari akhirat. Mereka yang bersumpah untuk setia
kepada-Ku, tetapi mereka  melanggarnya, = mereka  yang
memperjualbelikan manusia merdeka, lalu memakan hasilnya, dan
mereka yang memperkerjakan buruh, menerima keuntungannya, tetapi
tidak memberinya upah yang semestinya.” (H.R al-Bukhari)

>Chairul Bariah Mozasa, Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak),
USU Press, Medan, 2005, hal. 3.

®Shahiul-Bukhari No. 2227 Dalam Kitabul Buyw’ Bab : Ithmu man ba’a hurran dan Musnad Imam
Ahmad dari riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu



Trafficking atau yang biasanya kita sebut dengan perdagangan manusia
merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Hak
asasi anak, hak perempuan dan hak asasi pekerja dan buruh, yang mana
mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual
belikan dan dipindah tangankan. Tujuan trafficking adalah eksploitasi,
terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras habis-habisan tenaga
orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan dan
menjual kemudahan, tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja
yang bersangkutan dalam transaksi seks). Perdagangan orang, khususnya
perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat
dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus

diberantas.

Dewasa ini kita dapati maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau
biasa disebut dengan human trafficking, terutama pada wanita untuk
perzinaan, dipekerjakan tanpa upah dan lainnya. Masalah trafficking jelas
membutuhkan solusi menyeluruh, tidak hanya konseptual namun juga
tindakan alternatif. Dalam kaitan ini telah memberikan dasar-dasar konseptual
untuk itu dalam upaya penerjemahan konsep ini dalam tataran praktis, harus
melibatkan keluarga, masyarakat, dan Negara. Keluarga harus memberikan
perlindungan semenjak dini kepada anak dan kaitannya dengan agama,

intlektual, sosial dan lainnya.



Dalam perspektif fikih, solusi yang dapat dilakukan yang disertai
dengan Kketerlibatan aktif semua pihak dapat menempuh tiga tahapan:
pencegahan (prevention), pelaksanaan dan penegakan hukum (prosecution),
dan perlindungan (protection).Dalam  hukum Islam, perdagangan orang
seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia

sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan.

Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar
hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan
memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut
juga sesuai dengan magqasid al-syari’ah. Sanksi terhadap pelaku Trafficking
berupa hukuman ra’zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-
Quran dan Hadis, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya
kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta’zir
dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera,

pengasingan dan ancaman.

Jarimah ta’zir adalah semua jenis tindakan pidana yang tidak secara
tegas diatur oleh al-Quran atau Hadis. Aturan teknis, jenis, dan
pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat

banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat



godaan setan dalam diri manusia.” Penerapan sanksi ¢a’zir dilakukan melalui

pengakuan, bukti, serta, pengetahuan hakim dan saksi.

Mengenai restitusi sendiri dalam hukum pidana Islam bisa juga disebut
dengan hukuman denda (diyat) atau dalam bahasa arab disebut Gharamah.
Hukuman denda dalam salah satu jenis hukuman ¢a’zir dalam syariat Islam
bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapatpula
digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda
disertai dengan hukuman pokok lainnya bukan merupakan hal yang dilarang
bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah fa’zir, karena hakim
diberikan kebebasan yang penuh dalam masalah ini. dalam hal ini hakim dapat
mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah,
pelaku, situasi, maupun kondisi tempat, dan waktunya. Dalam syariat Islam
juga tidak disebutkan batas tertinggi atau terendah dari hukuman denda. Hal
ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat

ringannya jarimah yang dilakukan pelaku.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Banyuwangi, yang dilakukan oleh
terdakwa ERNAWATI Als. BU SU Als. ERNA Binti BADRI bertempat di
Lokalisasi LCM Ketapang Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Banyuwangi, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman,

pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

"Muhammad Abu Zahrah, AL-Jarimah wa Al-Ugubah fi Figh Al-Islami, AL-Jarimah , him.89.



penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negera
Republik Indonesia, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 11 UU RI No. 21 tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa oleh
karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak
pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan dan alat bukti yang
diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti
ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana antara alat bukti yang satu
dengan alat bukti lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitanerat,
sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa benar telah terjadi
tindak pidana dan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana tersebut.
Menyatakan terdakwa ERNAWATI Als. BU SU Als. ERNA Binti BADRI
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“PERDAGANGAN ORANG". Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh
karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Menetapkan apabila pidana



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3

(tiga) bulan.

Dari permasalahan di atas, maka penulis melihat adanya alasan
sehingga permasalahan ini menarik untuk dijadikan sebuah tulisan dengan
mengambil tema dan judul skripsi sebagai berikut:

“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK RESTITUSI
KORBAN (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.B/2013/PN.Bwi tentang Tindak

Pidana Perdagangan Orang)”

. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah
dalam penelitian ini. adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi
sebagai berikut:
1. Pengertian tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking).
2. Pengertian hak restitusi menurut hukum pidana Islam.
3. Pengertian hak restitusi menurut hukum positif.
4. Pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang
(Human Trafficking).
5. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang(Human Trafficking).
6. Tindak pidana perdagangan orang(Human Trafficking) dalam pandangan
Islam.
7. Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana perdagangan orang

(Human Trafficking).
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8. Sanksi pidana perdagangan orang (Human Trafficking).

9. Pandangan para pakar hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang
(Human Trafficking).

10. Analisis hukum pidana Islam terhadap hak restitusi korban tindak pidana

perdagangan orang.

C. Batasan Masalah
Masalah perdagangan manusia masih memuat suatu masalah yang
bersifat umum dan global, sehingga diperlukan suatu pembatasan masalah
dalam pembahasannya. Dan dalam hal ini batasan masalahnya adalah:
1. Pertimbangan hakim atas pemberian hak restitusi korban dalam putusan
No. 10/ Pid. B/ 2013/ PN. Bwi. tentang tindak perdagangan orang.
2. Analisis hukum pidana Islam tentang hak restitusi bagi korban dalam

putusan No. 10/ Pid. B/ 2013/ PN. Bwi. tindak pidana perdagangan orang

D. Rumusan Masalah
Dari apa yang diuraikan dalam latarbelakang di atas, maka
permasalahan yang diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hakim atas pemberian hak restitusi korban
dalam putusan No. 10/ Pid. B/ 2013/ PN. Bwi. tentang tindak perdagangan

orang?
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2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hak restitusi korban
dalam putusan No. 10/ Pid. B/ 2013/ PN. Bwi tentang tindak pidana

perdagangan orang?

E. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelian yang
hendakdicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas pemberian hak restitusi
korban dalam putusan No. 10/ Pid. B/ 2013/ PN. Bwi. tentang tindak
perdagangan orang.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap hak restitusi
korban dalam putusan No. 10/ Pid. B/ 2013/ PN. Bwi tentang tindak

pidana perdagangan orang.

F. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau
duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.®
Penelitian perdagangan orang memang cukup banyak dan beragam,

namun keberagaman tema tersebut justru merefrensikan suatu yang berbeda,

®Fakultas Syari’ah, panduan Skripsi, (Surabaya: 2011), hal.7.
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baik mengenai obyek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalan
beberapa penelitian sebagai berikut:
Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang
No. 56/Pid.B/2011/PN tentang tindak pidana perdagangan orang yang dibahas
oleh Lilik Puji Astutik tahun 2012. Perbedaan penulisan skripsi yang ditulis
oleh penulis dengan skripsi sebelumnya adalah pada hal pembahasannya.
Dalam skripsi sebelumnya penulis (Lilik Puji Astutik) lebih membahas
mengenai perdagangan anak serta sanksi pidana yang dijatuhkan hakim
kepada terdakwa.

Selanjutnya, Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang No. 21
TH. 2007 tentang pemberantasan pidana perdagangan orang, Khususnya Anak
dan Relevansi Terhadap Perlindungan Hukum korban trafficking di Surabaya.
Pada skripsi ini, penulis menguraikan masalah yang diajukan dalam penelitian
mengenai faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah child trafficking
dan bagaimana upaya perlindungan hukum dalam meminimalisasi masalah
korban trafficking (khususnya pada anak).’

Penelitian selanjutnya tentang perlindungan anak sebagai korban
trafficking perspektif Syariah dan Undang-Undang No. 21 TH. 2007 tentang
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Skripsi ini menguraikan

masalah persamaan dan perbedaan perlindungan anak sebagai korban

*Krisinaranto, Skripsi “Implementasi UU No. 21 TH. 2007 Tentang Pemberantasan Pidana
Perdagangan Orang Khususnya Anak Dan Relevansi Terhadap Perlindungan Hukum Korban
Trafficking Di Surabaya”, (Fakultas Hukum UPN “Veteran” JawaTimur 2010).
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trafficking dalam perspektif syariah dan UU No. 21 TH. 2007, dan upaya
pemecahan tindak pidana trafficking.™

Sedangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum
Pidana Islam terhadap Hak Restitusi Korban dalam putusan No. 10/ Pid. B/
2013/ PN. Bwi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan
tentang dasar hukum hakim dalam memberikan hak restitusi bagi korban
tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana pendapat hukum pidana

Islam tentang hak restitusi.

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi kegunaan untuk :
1. Kegunaan teoritis
Dari pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan
kajian Mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu
hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah perdagangan
orang (human trafficking).
2. Kegunaan praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai bahan
pertimbangan dan penyuluhan dalam penegakan hukum pidana perdagangan

orang (human trafficking).

%Rohani Firdausi, Skripsi, “Perlindungan Anak Sebagai Korban Traffcking Perspektif Syari’ah Dan
UU No. 21 TH. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, (Fakultas
Syari’ah Muhammadiyah Malang 2008).



14

H. Definisi Operasional

1. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak
pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf
(orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas
dalil-dalil hukum yang terperinci dari A-quran dan hadis.** Hukum pidana
Islam juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang hukum syara’ yang
berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan
hukumannya (uqgubah) yang diambil dari dalil-dalil terperinci.'” Dari
definisi diatas yang dimaksud hukum pidana Islam dalam tulisan ini
adalah ketentuan hukum syara’ dalam kitab figh yang membahas tentang
pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang,
yang diambil dari al-Qur’an,hadis, dan kitab-kitab figh.

2. Hak restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau
keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian
harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan,
atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental,
fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana

perdagangan orang.™*

' Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan

Kemasyarakatan, 1992), him. 86.

12 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,(Jakarta:Sinar Grafika,2005),ix

Bpasal 1 ayat 5, Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan
rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia.

“pasal 3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang.
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4. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
mengeksploitasi®™

5. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis
dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka dan untuk umum sebagai

hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius).

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang harus dilakukan
dalam suatu kegiatan Penelitian dan mengembangan ilmu pengetahuan.
Penelitian hukum merupakan suatu Kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang Bertujuan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisanya dan
memecahkan segala permasalahan yang ada.*®

Metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam
penelitian skripsi ini, karena metode penelitian dapat menentukan langkah-
langkah dari suatu penulisan. Adapun metode penelitian yang dipakai sebagai

dasar penulisa ini sebagai berikut :

Ppasal 1 ayat 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
16Soejono Soekamto, pengantar penelitian Hukum, hal. 43.
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1. Data yang diperoleh
1. Data Yang Dikumpulkan
Merujuk pada uraian latar belakang dan rumusan yang diambil,
maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (/ibrary
research). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan
mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,
catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan

masalah yang dipecahkan.'”Jenis dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta dan data
yang diperoleh baik dari sumber sekunder maupun sumber primer. Data-
data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah data Kualitatif.
Data kualitatif adalah penelitian yang data umumnya dalam bentuk narasi
atau gambar-gambar.*®
a. Data primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.® Adapun
data primer yang digunakan penulis adalah :

- Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

- Dokumentasi peradilan tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri
Banyuwangi No. 10/ Pid. B/ 2013/ PN. Bwi, menerangkan tentang

kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa ERNAWATI

M. Nazir,Metode Penelitian, Cetakan ke-5,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27
18Ronny Kountur, Metode Penelituan (untuk Penelitian Skripsi dan Thesis), cet Il. (Jakarta: PPM,

2004), hal.16.
19Soerjono Soekamto dan Srimamuji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. V, (Jakarta: INS-HILL-

C0,2001), hal. 13.
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Als. BU SU Als. ERNA Binti BADRI bertempat di Lokalisasi LCM
Ketapang Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan
Negeri Banyuwangi, yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah NegeraRepublik Indonesia,
yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Sumber Sekunder yaitu data yang mendukung atau data tambahan
bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung
diperoleh peneliti dari subyek penelitian.® Sumber data sekunder
berupa kitab — kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan
dengan bahan skripsi, misalnya :

1) Kaidah Figh Jinayah (Asas— Asas Hukum Pidana Islam ) karya

Jaih Mubarok dkk, tahun 2004.

2) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Buku Pedoman

Pemberantasan Perdagangan Orang, tahun 2010

2 1bid.,31
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3) Chairul Bariah Mozasa, Aturan-aturan Hukum Trafficking
(Perdagangan Perempuan dan Anak)

4) Ensiklopedi Hukum Pidana Islam karya Tim Tsalisah, t.t.

5) At-Tasyri’ al Jina’i al-1slami, Juz 1 karya ‘Abd al-Qadir ‘Audah,
1992.

6) Sumber — sumber lain dari literatur yang terkait dengan

pembahasan skripsi ini.

Teknik Pengumpulan Data

Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik
pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam hal ini,
teknik yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah
menghimpun data—data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai
dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai
data penelitian.”'
Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara
nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunannya. Masing —
masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan
penggunannya untuk menganalisis data yang mana.** Teknik yang
digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif. Teknik deskriptif

yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran

21Lexy

J Moleong, Metodeologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja

Rosdakarya,2009),217
“Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis ...,9
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terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta — fakta
sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat
dipahami dengan mudah.”

Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam
skripsi ini menggunakan metode deduktif,’* yaitu data — data yang
diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan
secara khusus yakni terkait gambaran umum tentang Analisis Hukum

Pidana Islam terhadap Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang.

J. Sistematika Penelitian
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi
lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan
dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan
skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori. Pada bab ini menguraikan mengenai
petanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang

(Human Trafficking menurut Hukum Pidana Islam.

% Consuelo G. Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta : Ul Press, 1993),71

** Aina Sitianingsih, Deduktif dan Induktif dalam
http://ainasitianingsih.blogspot.com/2013/10/deduktif-dan-induktif.html “diakses” pada 1 Juli
2015



http://ainasitianingsih.blogspot.com/2013/10/deduktif-dan-induktif.html

BAB IIlI:

BAB IV:

BAB V :
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Penyajian data. Bab ini memaparkan mengenai hasil yang diperoleh
dari proses meneliti data-data dari Putusan Pengadilan Negeri
Banyuwangi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberian
hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam
putusan No. 10/ Pid. B/ 2013/ PN. Bwi.

Menjelaskan tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap hak
restitusi korban dalam putusan No. 10/ Pid. B/ 2013/ PN. Bwi.
Tentang Tindak Perdagangan Orang.

Penutup. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang
dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses
meneliti, serta saran-saran yang dapat Penulis kemukakan kepada

para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.



